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Pengaturan Perundang-undangan 

Kemenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 Pasal 1 ayat (1) Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan  Lelang. 

Undang Undang No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah. 

Undang-Undang No 54 Tahun 2010 (Pasal 83) Tentang Pembatalan Lelang Hak 

Tanggungan. 

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 (Pasal 1 angka 2 dan 3) tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. 

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 153/PMK. 01/2006 pasal 30 tentang Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Keuangan. 
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tidak dikenakan bea materai. 
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